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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya, sehingga tugas penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 telah dapat kami selesaikan.  

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kepulauan Talaud Tahun 2020- 2025 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan rencana strategis ini 

merupakan upaya kami untuk dapat menyusun rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020-2025 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 – 2025. 

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kepulauan TalaudTahun 2020-2025 memuat informasi tentang tujuan dan sasaran, Strategi dan 

Kebijakan, rencana Program serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan. 

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 

dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025. 
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1.1. LATAR BELAKANG 

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
(Renstra) Perubahan DPM-PTSP Kabupaten kepulauan Talaud adalah dokumen 
perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun 
sehubungan dengan tugas dan fungsi dari DPM-PTSP dengan memperhitungkan 
perkembangan lingkungan strategis. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari 
rencana pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten kepulauan Talaud tahun 2020-2025 serta memperhatikan 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Talaud. 

Demikian pentingnya peranan Perencanaan Strategis bagi organisasi sehingga 
perlu dirumuskan secara formal untuk dapat diketahui oleh seluruh komponen organisasi 
serta untuk bahan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Unsur-unsur yang 
terdapat pada suatu rumusan Perencanaan Strategis adalah :  

1. Memuat keputusan untuk waktu yang akan datang; 

2. Merupakan proses;  

3. Sebagai filosofi organisasi dan;  

4. Terdiri dari bagian-bagian yang terstruktur dengan baik.  

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu setiap 5 (lima) tahun akan menetapkan Rencana Strategis yang akan 
dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan pokok maupun penunjang di bidang 
pelayanan. Yang dimaksud dengan kegiatan pokok adalah kegiatan pemberian fasilitasi  
penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan, sementara kegiatan penunjang adalah 
kegiatan yang bersifat pelayanan administratif, penyediaan sarana dan prasarana 
pelayanan serta penyediaan dukungan peralatan dan personil. Seluruh kegiatan yang 
dilaksanakan baik berupa kegiatan pokok maupun penunjang dikategorikan ke dalam 
beberapa program yang pada akhirnya akan menunjang pencapaian kebijakan yang telah 
ditetapkan oleh organisasi. Rencana Strategis yang dimaksudkan dalam dokumen ini 
adalah memuat keputusan-keputusan strategis sesuai dengan mandat dan ruang lingkup 
tugas dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
yang dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan organisasi. 

 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Landasan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah : 
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1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4724); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Pengganri Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

12. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah 
antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang tatacara pelaksanaan kerjasama 
daerah; 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 

18. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114); 

19. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

20. Peraturan Presiden No.27 Tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang 
penanaman modal; 

21. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman 
penyelenggaraan terpadu satu pintu; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan 
tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan 
pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, 
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 tahun 2017 tentang percapatan Pelaksanaan 
berusaha; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Daerah;  

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 Tentang 
Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 
Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);  

31. Surat Edaran Mendagri No.500/1191/V/BANGDA tanggal 8 juni 2009 tentang 
penyempurnaan panduan nasional tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu 
satu pintu; 

32. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan 
organisasi. Tugas dan fungsi serta tata kerja Penanaman modal dan pelayanan terpadu 
satu pintu Kabupaten Kepulauan Talaud. 
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1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Renstra Dinas DPM-TSP adalah menyediakan informasi mengenai 
rencana strategi tahun 2020-2025 sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan 
dan program pembangunan urusan penanaman modal dan pelayanam terpadu satu pintu 
untuk kurun waktu 5 (lima) tahun secara terencana, terarah, terpadu dan 
berkesinambungan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020-2025.  

Tujuan penyusunan Renstra Dinas PMPTSP 2020 – 2025 adalah: 

1. Mewujudkan sinkronisasi, sinergisitas dan keberlanjutan antara Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenTahun 2020-2025 
dengan Renstra DPMPTSP tahun 2020-2025 dalam rangka pencapaian visi, misi, 
tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang penanaman 
modal di Talaud yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten 
Kepulauan Talaud 

2. Menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi 
pembangunan bidang penanaman modal., sehingga pelaksanaan kebijakan dan 
program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mempunyai sasaran 
yang jelas; menumbuhkembangkan budaya organisasi yang berbasis kinerja sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi, mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik 
dalam rangka pengembangan nilai budaya positif di lingkungan masyarakat dan dunia 
usaha.Sebagai dasar penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

3. Memberikan pedoman perencanaan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP 
selama lima tahun 
 
 
 

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN 

Sistematika dalam penulisan Rencana Sterategis ini adalah : 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RENSTRA DPM-PTSP, proses 
penyusunan RENSTRA, alasan mengapa RENSTRA ini disusun, resiko jika 
RENSTRA tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam 
penyusunan. 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan 

Bagian ini menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah 

pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundangan 

dan produk hukum daerah terkait. 

1.3. Hubungan Antar Dokumen RENSTRA dengan Dokumen Rencana 
Pembangunan Daerah lainnya. 

Bagian ini menjelaskan hubungan RENSTRA dengan dokumen lain yang 
relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, spt 
RENSTRA BKPM, RENSTRA DPM-PTSP provinsi, RTRW kabupaten/kota. 

1.4. Maksud dan Tujuan 

Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RENSTRA 
dan tujuan penyusunan dokumen RENSTRA bagi DPM-PTSP. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DPM-PTSP,serta 
susunan garis besar isi dokumen. 

 

II. GAMBARAN PELAYANAN DPM-PTSP 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPM-PTSP dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, meluas secara ringkas apa saja 
yang dimilki DPM-PTSP dalam penyelenggaraan tugas dan 
fungsinya,mengemukakan capaian program prioritas DPM-PTSP yang telah 
dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas 
hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi 
melalui Renstra DPM-PTSP ini. 

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimilki DPM-
PTSP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya 
manusia, aset/modal dan unit usaha masih operasional. 

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu 

Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja DPM-PTSP berdasarkan 
sasaran/target Renstra DPM-PTSP periode sebelumnya, menurut SPM untuk 
urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan DPM-PTSP dan/atau 
indikator lainnya seperti MDGs atau indikasi yang telah diratifikasikan oleh 
pemerintah. 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra DPM-PTSP dan 
Renstra DPM-PTSP telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap 
KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan 
pelayanan DPM-PTSP pada lima tahun mendatang, bagian mengemukakan 
macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan 
lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. 

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan 
Koordiasi Penanaman Modal. 

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan 
DPM-PTSP beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
terpilih 

Pada bagian ini menguariakan dengan jelas tentang apa dan magaimana 
visi yang ingin diwujudkan. Dan Sebagai rumusan tentang bagaimana visi 
diwujudkan dan di sisi lain sebagai komitmen terhadap keseluruhan 
stakeholders utama pelaku pembangunan daerah, misi harus disajikan 
dengan teknik penulisan yang mampu menjelaskan hubungan yang erat 
dengan visi dan bahwa misi cukup lengkap untuk menaungi berbagai jenis 
agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok. 
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Misi diatas dituangkan dalam bentuk paparan secara sistematis dan 
penjelasan yang memadai. 

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

Bagian ini menunjukkan keterkaitan sasaran Strategis Kementrian/Lembaga, 
Provinsi dan Rencana Sasaran Stratgis DPM-PTSP. 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis 

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 

Pada bagian direview kembali faktor-faktor dari pelayanan DPM-PTSP yang 
mempengaruhi permasalahan pelayanan DPM-PTSP ditinjau dari : 

1. Gambaran Pelayanan DPM-PTSP; 

2. Sasaran jangka menengah Renstra DPM-PTSP; 

3. Implikasi RTRW bagi pelayanan DPM-PTSP; 

4. Implikasi KLHS bagi pelayanan DPM-PTSP. 

IV. TUJUAN, DAN SASARAN 

Pada bagian ini dikemukakan Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen 
Renstra DPM-PTSP Kabupaten Kepulauan Talaud ini merupakan penjabaran dari tujuan 
dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Tahun 2020-2025 yang menjadi beban kerja dan tanggungjawab OPD 
melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya. 

 

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Pada bagian ini dikemukakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan 
perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud 
melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta target kinerja 
RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan. 

 

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Pada bagian ini dikemukakan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selanjutnya harus 
dituangkan  dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja kelompok sasaran 
serta pendanaan indikatif selama lima tahun. 

 

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Pada bagian ini dikemukakan Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif 
yag terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang 
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indicator kinerja Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) perlu ditetapkan 
karena secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai organisasi perangkat daerah 
dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan 
sasaran RPJMD. 

VIII. PENUTUP 

Demikian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 yang akan dijadikan pedoman 
pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, 

maka pada tahun 2016 telah digabungkanlah dua instansi pemerintah yaitu Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Daerah (BKPMD) dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) menjadi 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). 
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPM-PTSP 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Talaud. Peran Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) tertuang dalam tugas pokok SKPD, yakni 

mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang 

menjadi Kewenangan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu  dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Talaud (DPM-PTSP) mempunyai Fungsi sebagai 

berikut : 

a. Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; 

d. Pelaksanaan administrasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Untuk melaksanakan Fungsi dan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu memiliki Struktur Organisasi terdiri dari : 

1. Kepala; 

2. Sekretariat; 

3. Bidang; 

4. Sub Bagian; 

5. Seksi; 

6. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(1) Sekretariat terdiri dari: 

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

(2) Bidang terdiri dari : 
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a. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalaian  

Pelaksanaan Penanaman Modal; 

b. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 

c. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. 

(3) Bidang  Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian  Pelaksanaan 

Penanaman Modal terdiri dari : 

a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman modal; 

b. Seksi Promosi Penanaman Modal; 

c. Seksi Pengendalaian Pelaksanaan Penanaman Modal. 

(4) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari : 

a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I; 

b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; 

c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III. 

(5) Bidang  Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari : 

a. Seksi Pengaduan dan informasi layanan; 

b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; 

c. Seksi Pelaporan dan Penginkatan Layanan. 

 

Mengenai uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kepulauan Talaud adalah: 

 

1. Kepala DPM-PTSP 

Kepala DPM-PTSP mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, 

membina, menetapkan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksaaan tugas 

Dinas yaitu mempunyai tugas  membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan 

yang menjadi Kewenangan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu  dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten; dan Fungsi 

Dinas yaitu Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; Pelaksanaan administrasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

2. Sekretaris  

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam perumusan kebijakan, 

pengkoordinasian, pembinaan, perencanaan, pensinkronisasian, pengawasan, pengendalian  

evaluasi kegiatan serta pelaksanaan tugas  Kesekretariatan,  Bidang Perencanaan,  

Pengembangan Iklim,  Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal, Bidang Promosi 

Penanaman Modal, Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Bidang 

Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan evaluasi dan 

keuangan serta bidang umum dan kepegawaian; 

b. Penyusunan rencana program dan Rencana Kerja Anggaran di bidang  perencanaan 

evaluasi dan keuangan, bidang umum dan kepegawaian; 

c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di bidang perencanaan 

evaluasi dan keuangan, bidang umum dan kepegawaian; 
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d. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas; 

e. Pelaksanaan pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas; 

f. Pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan 

oleh bendahara pengeluaran; 

g. Pelaksanaan pembuatan dan penyusunan Standar Pelayanan Publik, Standar Pelayanan 

Minimal dan Standar Operasional Prosedur Dinas; 

h. Pelaksanaan verifikasi dan Pengesahan Surat Pertanggung-jawaban Dinas; 

i. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan; 

j. Pelaksanaan Akuntansi Dinas; 

k. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKj.IP) Dinas; 

l. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

m. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-

jawaban Bupati; 

n. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas; 

o. Pengkoordinasian pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, 

keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas; 

p. Penghimpunan data dan informasi Dinas; 

q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan wewenang bidang 

tugasnya. 

Sekretariat terdiri dari : 

2.1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan 

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas membantu 

Sekretaris dalam Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan, 

Evaluasi dan Keuangan. Dengan uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang  Perencanaan,   Evaluasi dan 

Keuangan; 

b. Menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi  dan Keuangan; 

c. Menyiapkan  bahan  penyusunan rencana program dan Rencana Kerja Anggaran 

Dinas; 

d. Menyiapkan  bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas; 

e. Mengumpulkan, mengolah data  dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta 

melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan Perencanaan, 

Evaluasi  dan Keuangan; 

f. Merencanakan,    melaksanakan,  mengendalikan,   mengevaluasi  dan melaporkan 

kegiatan sub Bagian Perencanaan, Evaluasi  dan Keuangan; 

g. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang 

berkaitan dengan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; 

h. Melaksanakan  koordinasi  dengan  masing-masing unsur organisasi di lingkungan 

Dinas  dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan 

pelaporan program, kegiatan dan anggaran Dinas; 

i. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan system dan 

prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi 

dan tata laksana; 
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j. Menyiapkan   bahan  dan  meneliti  kelengkapan  Surat  Permintaan Pembayaran 

(SPP) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; 

k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas; 

l. Menyiapkan bahan dan memverifikasi harian atas penerimaan; 

m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Akuntansi Dinas; 

n. Menyiapkan bahan menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 

o. Menyiapkan bahan dan menyusun pertanggung-jawaban keuangan Dinas 

p. Menyiapkan    bahan    dan  menyusun  laporan  realisasi anggaran pendapatan dan 

belanja Dinas; 

q. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan prognosis realisasi anggaran pendapatan 

dan belanja Dinas; 

r. Menyiapkan bahan dan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas; 

s. Menyiapakan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bagian; 

t. Menyiapkan bahan Laporan kinerja program sub bagian; 

u. Menyiapkan  bahan  penyusunan  Laporan  Kinerja Instansi  Pemerintah (LKj.IP) 

Badan dan Kabupaten,  menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggung-jawaban Bupati serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

v. Menyampaikan   saran   dan   pertimbangan   kepada   atasan  baik  secara  lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

w. Melaksanakan     tugas        kedinasan          lainnya    yang    diberikan     oleh  

Sekretaris  sesuai  dengan  wewenang  bidang tugasnya. 

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian 

mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang umum dan kepegawaian, 

dengan uraian tugas sebagai berikut:  

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Umum dan Kepegawaian; 

b. Menyiapkan  bahan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) dibidang  

Umum dan Kepegawaian; 

c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang  Umum dan 

Kepegawaian; 

d. Melasanakan  urusan  surat - menyurat, kearsipan,  kepustakaan, dokumentasi, 

keprotokolan, kehumasan dan perjalanan dinas; 

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, Inventarisasi, pemeliharaan sarana 

prasarana kantor; 

f. Menyiapkan bahan dan menghimpun peraturan perundang-undangan bidang 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

g. Menyiapkan bahan pelaksaaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

h. Menyiapkan  bahan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi Dinas; 

i. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

j. Menyiapkan   bahan  pembinaan, pengawasan, pengendalian di bidang Umum dan 

Kepegawaian; 

k. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bagian; 

l. Menyiapkan bahan Laporan kinerja program sub bagian; 

m. Menyampaikan   saran   dan   pertimbangan   kepada   atasan  baik  secara  lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 
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tugasMelakasanakan  pemeliharaan  kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban 

kantor; 

n. Melaksanakan     tugas        kedinasan          lainnya    yang    diberikan    oleh  kepala 

dinas sesuai  dengan  wewenang  bidang tugasnya. 

 

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalain Pelaksanan 

Penanaman Modal 

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal 

dipimpin oleh seorang kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam 

merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan serta 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan  di bidang perencanaan dan pengembangan Iklim 

penanaman modal, Promosi penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan 

pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal 

menyelenggarakan fungsi:  

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan penanaman 

modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal; 

b. Penyusunan  rencana program dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) bidang   

Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan 

Promosi Penanaman Modal; 

d. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal dan 

pemberdayaan usaha; 

e. Pengkajian, Penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal 

mencakup regulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah; 

f. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal; 

g. Pelaksanaan  pemantauan,  pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal; 

h. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang; 

i. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Program Bidang; 

j. Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh  kepala dinas sesuai 

dengan wewenang bidang tugasnya. 

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal 

sebagaimana dimaksud terdiri dari : 

a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim  Penanaman Modal; 

b. Seksi Promosi Penamanan Modal ; 

c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

3.1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim  Penanaman Modal 

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim  Penanaman Modal 

dipimpin oleh seorang kepala seksi  mempunyai  tugas   membantu kepala  bidang 

dalam melaksanakan   menyiapkan   bahan    perumusan   kebijakan,  koordinasi, 

pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis  di bidang Perencanaan dan 

Pengembangan Iklim  Penanaman Modal. 

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

melaksanakan tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan 

Pengembangan Iklim  Penanaman Modal; 
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b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan Rencana Kerja Anggaran 

(RKA) seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim  Penanaman Modal;  

c. Melakukan perencanaan  penanaman modal daerah; 

d. Melakukan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha; 

e. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan 

kegiatan seksi; 

f. Melaksanakan  analisis dan pengembangan kinerja seksi; 

g. Menyiapkan  bahan  penyajian  data  dan  informasi  di bidang Perencanaan dan 

Pengembangan Iklim Penanaman Modal;  

h. Menyiapkan  bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran seksi; 

i. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program seksi; 

j. Melaksanakan   tugas kedinasan   lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan wewenang bidang tugasnya. 

3.2. Seksi Promosi Penanaman Modal  

Seksi Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai 

tugas  membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan, melaksanakan  perumusan 

kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis  di 

bidang Promosi Penanaman Modal. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal 

melaksanakan tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Promosi 

Penanaman Modal; 

b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan Rencana Kerja Anggrana 

(RKA) seksi; 

c. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan  melaporkan 

kegiatan seksi; 

d. Melakukan perencanaan promosi  berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

e. Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

f. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi; 

g. Menyiapkan bahan  penyusunan laporan kinerja program seksi; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh  kepala dinas sesuai 

dengan wewenang bidang tugasnya. 

 

3.3. Seksi  Pengendalian Penanaman Modal 

Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala 

seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian 

bimbingan teknis  di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.  

Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melaksanakan tugas 

sebagai berikut : 

a. Menyiapkan  bahan  dan  menyusun  rencana  program dan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) seksi; 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan   melaporkan 

kegiatan seksi; 

c. Melakukan Pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan 

wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai 

ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; 

d. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi; 
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e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi; 

f. Melaksanakan     tugas   kedinasan       lainnya      yang diberikan  oleh  kepala 

dinas sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 

4. Bidang Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh 

seorang kepala Bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan 

kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan serta mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan  di bidang Perizinan dan Non Perizinan I, Perizinan dan Non Perizinan 

II, Perizinan dan Non Perizinan III. 

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan     Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan; 

b. Penyusunan  rencana program dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)  bidang  

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;  

c. Pengkoordinasian    pelaksanaan    tugas  di  bidang  Penyelenggaraan  Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan; 

d. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, 

mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi 

pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan; 

e. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang; 

f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang;  

g. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang; 

h. Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh  kepala dinas sesuai 

dengan wewenang bidang. 

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud  

pasal 26 terdiri dari : 

a. Seksi Perizinan dan Non Perizinan I; 

b. Seksi Perizinan dan Non Perizinan II; 

c. Seksi Perizinan dan Non Perizinan III. 

 

 

4.1. Seksi Perizinan dan Non Peizinan I 

Seksi Perizinan dan Non Perizinan I dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai 

tugas  menyiapkan bahan, melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, 

pengendalian dan pemberian bimbingan teknis  di bidang Perizinan dan Non Perizinan I. 

Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan I melaksanakan tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapakan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Perizinan dan 

Non Perizinan I; 

b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan Rencana Kerja  

Anggaran (RKA) seksi Perizinan dan Non Perizinan I;  

c. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan  melaporkan 

kegiatan seksi Perizinan dan Non Perizinan I; 

d. Melaksanakan,  merencanakan,  mengolah,  memeriksa, memverifikasi, 

mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, 

pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non 

perizinan; 
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e. Menyiapkan    bahan    penyajian     data   dan      informasi    di bidang Perizinan  

dan Non Perizinan I; 

f.     Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi; 

g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program seksi; 

h. Melaksanakan   tugas kedinasan   lainnya    yang  diberikan oleh  kepala     

Bidang  sesuai dengan wewenang bidang tugasnya 

4.2. Seksi Perizinan dan Non Peizinan II 

Seksi Perizinan dan Non Perizinan II dipimpin oleh seorang kepala seksi 

mempunyai tugas  menyiapkan bahan, melaksanakan perumusan kebijakan, 

koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis  di bidang 

Perizinan dan Non Perizinan II. 

Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan II melaksanakan tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapakan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Perizinan dan 

Non Perizinan II; 

b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan Rencana Kerja  

Anggaran (RKA) seksi Perizinan dan Non Perizinan II;  

c. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan  

melaporkan kegiatan seksi Perizinan dan Non Perizinan II; 

d. Melaksanakan,  merencanakan,  mengolah,  memeriksa, memverifikasi, 

mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, 

pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non 

perizinan; 

e. Menyiapkan    bahan    penyajian     data   dan      informasi    di bidang 

Perizinan  dan Non Perizinan II; 

f. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi; 

g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program seksi; 

h. Melaksanakan   tugas kedinasan   lainnya    yang  diberikan oleh  kepala     

Bidang  sesuai dengan wewenang bidang tugasnya 

4.3. Seksi Perizinan dan Non Peizinan III 

Seksi Perizinan dan Non Perizinan III dipimpin oleh seorang kepala seksi 

mempunyai tugas  menyiapkan bahan, melaksanakan perumusan kebijakan, 

koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis  di bidang 

Perizinan dan Non Perizinan III. 

Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan III melaksanakan tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapakan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Perizinan dan Non 

Perizinan II; 

b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan Rencana Kerja  Anggaran 

(RKA) seksi Perizinan dan Non Perizinan II;  

c. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan  melaporkan 

kegiatan seksi Perizinan dan Non Perizinan II; 

d. Melaksanakan,  merencanakan,  mengolah,  memeriksa, memverifikasi, 

mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, 

pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan; 

e. Menyiapkan    bahan    penyajian     data   dan      informasi    di bidang Perizinan  

dan Non Perizinan II; 

f. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi; 

g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program seksi; 
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h. Melaksanakan   tugas kedinasan   lainnya    yang  diberikan oleh  kepala     Bidang  

sesuai dengan wewenang bidang tugasnya 

 

5. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh seorang kepala 

Bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan  

di bidang Pengaduan dan informasi layanan, kebijakan dan penyuluhan layanan, Pelaporan 

dan Peningkatan layanan. 

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi:  

a. Penyusunan  bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengaduan,  Kebijakan dan 

Pelaporan Layanan; 

b. Penyusunan  rencana program dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)  bidang  Pengaduan, 

Kebijakan dan Pelaporan Layanan; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di  bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan 

Layanan; 

d. Melaksanakan,    memfasilitasi,       merencanakan,      mengumpulkan, merumuskan, 

mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, 

merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan 

dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 

e. Melaksanakan,      merencanakan,      mengumpulkan,      merumuskan, memverifikasi, 

menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, 

memimpin, mengsiplifikasi,  

f. Mengsingkronisasi, mengevaluasi, memonitoring  penyusunan kebijakan, harmonisasi dan 

pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam 

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan; 

g. Melaksanakan,     memfasilitasi,  merencanakan,     mengumpulkan,   memverifikasi, 

menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin memonitoring, mengevaluasi, 

pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM dan 

MP), mengolah, mengoperasionalkan, menginput, pembangunan sarana dan prasarana 

infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, 

menciptakan inovasi pola layanan, menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan 

non perizinan terjangkau, murah, transparan serta tercipta produk layanan yang efisien dan  

efektif; 

h. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang; 

i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang;  

j. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang; 

k. Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh  kepala dinas 

sesuai dengan wewenang bidang.  

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud  pasal 36 

terdiri dari : 

a. Seksi Pengaduan dan Informasi layanan; 

b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;  

c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan. 

5.1. Seksi Pengaduan dan Informasi layanan 

Seksi Pengaduan dan informasi layanan dipimpin oleh seorang kepala seksi 

mempunyai tugas    membantu    kepala  bidang  dalam  penyiapan bahan, 
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melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan 

pemberian bimbingan teknis  di bidang Pengaduan dan infomasi layanan. 

Kepala Seksi Pengaduan dan infomasi layanan melaksanakan tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengaduan dan 

informasi layanan; 

b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan Rencana Kerja Anggran 

(RKA) seksi Pengaduan dan informasi layanan;  

c. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan 

kegiatan seksi; 

d. Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non perizinan; 

e. Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi dan konsultasi layanan 

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

f. Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan 

secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

g. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan 

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

h. Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan 

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

i. Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

j. Memonitoring dan mengevaluasi data  penanganan pengaduan, informasi, dan 

konsultasi layanan dalam  penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

k. Mengkoordinasikan   penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan 

dalam  penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

l. Membuat   konsep penanganan pengaduan, dan tindak lanjut pengaduan, informasi 

dan konsultasi layanan dalam  penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

m. Menyusun laporan penanganan pengaduan,  informasi dan konsultasi layanan 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

n. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi; 

o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program seksi; 

p. Melaksanakan   tugas kedinasan   lainnya    yang  diberikan oleh  kepala    Bidang  

sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 

5.2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;  

Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan dipimpin oleh seorang kepala seksi 

mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan, melaksanakan  

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan 

teknis  di bidang Kebijakan dan Penyuluhan Layanan. Kepala Seksi Kebijakan dan 

Penyuluhan Layanan melaksanakan tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan   bahan   dan   merumuskan   kebijakan   teknis  di bidang Kebijakan 

dan Penyuluhan Layanan; 

b. Menyiapkan  bahan  dan  menyusun rencana program dan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; 
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c. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan adan advokasi terkait dengan 

pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada 

masyarakat; 

d. Merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan 

pelayanan perizinan dan non perizinan; 

e. Mengumpulkan bahan kebijakan (Peraturan Perundang-undangan) terkait 

harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan 

perizinan dan non perizinan; 

f. Menganalisis bahan-bahan kebijakan (Peraturan Perundang-undangan)  terkait 

harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan 

perizinan dan non perizinan; 

g. Mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan 

harmonisasi, serta menfasilitasi pendampingan dan /atau pelaksanaan advokasi ( 

termasuk untuk memenuhi  ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa 

pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan; 

h. Mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan 

perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa 

pelayanan perizinan dan non perizinan; 

i. Pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan 

layanan perizinan dan non perizinan; 

j. Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian 

kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta 

membuat telaahan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan  pimpinan dan 

/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif 

dan pemberian kemudahan berusaha; 

k. Mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait 

pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian 

sengketa layanan perizinan dan non perizinan serta model atau tata cara 

penyuluhan terhadap masyarakat; 

l. Membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi  peraturan serta advokasi 

layanan terkait layanan perizinan dan non perizinan; 

m. Menyusun laporan kebijakan dan harmoniasi peraturan serta advokasi layanan 

terkait dengan layanan perizinan dan non perizinan dalam mengeluarkan peraturan 

lingkup daerah; 

n. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan 

kegiatan seksi; 

o. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi; 

p. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program seksi; 

q. Melaksanakan   tugas kedinasan   lainnya yang diberikan oleh  kepala    Bidang  

sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 

 

5.3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan. 

Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan dipimpin oleh seorang kepala seksi 

mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan  menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan 

teknis  di bidang Pelaporan dan Peningkatan Layanan. Kepala Seksi Pelaporan dan 

Peningkatan Layanan melaksanakan tugas sebagai berikut : 
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a. Menyiapkan  bahan  dan  menyusun rencana program dan Rencana Kerja Anggran 

(RKA) seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan  melaporkan 

kegiatan seksi; 

c. Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi : pengembangan, 

pengendalian, mutu layanan, satandar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan 

inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 

d. Merencanakan penyusunan  data dan bahan pelaporan yang meliputi : 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, satandar layanan (SOP, SP, SPM 

dan MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 

e. Mengidentifikasi  dan mengklasifikasikan   data dan bahan pelaporan yang meliputi 

: pengembangan, pengendalian, mutu layanan, satandar layanan (SOP, SP, SPM 

dan MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 

f. Mempelajari dan memetakan   data dan bahan pelaporan yang meliputi : 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, satandar layanan (SOP, SP, SPM 

dan MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 

g. Mengkaji dan  mengevaluasi   data dan bahan pelaporan yang meliputi : 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan 

MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 

h. Menganalisis dan mengukur   data dan bahan layanan pelaporan terhadap 

pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta  pembangunan sarana dan 

prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan non 

perizinan yang cepat, mudah , murah, terjangkau, transparan serta terciptanya 

pelayanan perizinan dan non perizinan  yang efisien dan efektif; 

i. Merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi : 

pengembangan, pengendalian, data perizinan dan non perizinan, inovasi layanan 

perizinan dan non perizinan, bahan data dan pelaporan  pelayanan perizinan dan 

non perizinan;   

j. Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi : pengembangan, 

pengendalian, mutu layanan,   standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan 

inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;   

k. Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur 

jaringan system teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatan 

layanan perizinan dan non perizinan; 

l. Membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi : pengembangan, 

pengendalian, mutu layanan,   standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan 

inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;   

m. Menyusun lapaoran data dan bahan pelaporan yang meliputi : pengembangan, 

pengendalian, mutu layanan,   standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan 

inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada 

system teknologi informasi (secara elektronik); 

n. Menyiapkan  bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran seksi; 

o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program seksi; 

p. Melaksanakan tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh kepala Bidang 

sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi PM-PTSP Kabupaten Kepulauan Talaud 

 

  

2.2. SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU. 

Jumlah pegawai yang terisi sampai dengan tahun 2020 sebanyak 25 orang PNS dan sarana 

prasarana yang dimiliki dengan rincian sebagai berikut : 

2.2.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan. 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan golongan kondisi saat ini adalah 

dari 3 Orang Golongan IV, 14 Orang Golongan III  dan 8 Orang Golongan II, dengan 

rincian golongan sbb: 
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Tabel 2.1.  Jumlah Pegawai Negeri Sipil bedasarkan golongan di DPM-PTSP 

 

2.2.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Klasifikasi Pendidikan. 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Klasifikasi Pendidikan terdiri dari 3 

Orang S3, 10 Orang S1, 1 Orang DIII, 11 Orang SMA/SMK. 

 

No 

 

Pendidikan 

 

Jumlah (Org) 

1. S2 3 

2.  S1 10 

3. D III 1 

4. SMA/SMK 11 

Jumlah 25 

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Klasifikasi Pendidikan di DPM-PTSP 

 

 

2.2.3. Sarana Prasarana 

Sarana dan Prasaranan pada kondisi saat ini merupakan Aset Tetap Kantor DPM-

PTSP adalah 113 Aset yang dirinci dalam table berikut: 

No Sarana Prasarana Jumlah (unit/bh) 

1. Gedung Kantor - 

2.  Kendaraan Dinas Roda 4 1 

3. Kendaraan Dinas Roda 2 4 

4. Komputer PC 9 

5. Laptop/Notebook 2 

6. Printer 8 

7. V-Sat 1  

8 Meja Kerja 37 

9 Meja Rapat 3 

10 Lemari 12 

11 Kursi Tamu 3 

12 Kursi Kerja/Rapat 16 

No Golongan Jumlah (Org) 

1. IV B 1 

2.  IV A 2 

3. III D 6 

4. III C 5 

5. III B 1 

6. III A 2 

7. II D 5 

8. II C 2 

9. II B 1 

Jumlah 25 
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13 Keyboard 1 

14 Microphon Shure Wireless 1 

15 Filling Kabinet 1 

16 AC 3 

17 Kotak Pengaduan 1 

18 UPS 4 

19 Stavolt 3 

20 Handphone 1 

21 Proyektor  1 

22 Speaker Aktif 1 

Jumlah 113 

Tabel 2.3. Sarana Prasarana di DPM-PTSP Kondisi saat ini 

 

 

 

2.2.4. Gambaran Pengelolaan Keuangan 

Dasar Hukum pengeklolaan Keuangann pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kepulauan Talaud berdasar pada: 

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional. 

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. 

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan daerah. 

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 

Gambaran keuangan  DPM-PTSP Kabupaten Kepulauan Talaud pada perubahan 

Renstra ini dapat dilihat pada realisasi keuangan pada 3 Tahun sebelumnya pada Belanja 

Dana Alokasi Umum. Sampai pada tahun 2019 proporsi Belanja Tidak Langung lebih besar 

dari Belanja Langsung, Hal ini disebabkan dalam Belanja Tidak Langsung ada peningkatan 

yang signifikan terutama meningkatnya jumlah PNS, kenaikan gaji dan tunjangan aparatur. 

Penyerapan anggaran selama lima tahun mencapai 98% predikat Sangat Berhasil. Rincian 

Penyerapan anggaran dari tahun ketahun digambarkan sbb: 

 

 

 

 

T

a

b

e

l

 

T

abel 2.4. Penyerapan Anggaran selama 5 (lima) Tahun 

TAHUN BELANJA REALISASI 
CAPAIN 

ANGGARAN (%) 

2015 1.833.010.049 1.818.943.153 99,23 % 

2016 2.785.648.236 2.753.350.977 98,84 % 

2017 4.477.323.822 4.366.760.621 97,53 % 

2018 2.634.034.248 2.619.882.512 99,46 % 

2019 3.845.121.020 3.816.115.012 99,25 % 

Jumlah 15.575.137.375 15.375.052.275 98,72 % 
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2.3. KINERJA PELAYANAN DPM-PTSP 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka 

mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai 

dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala 

pengukuran ordinal sebagai berikut:  

1. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil  

2. 70 s/d <85 : Berhasil  

3. 55 s/d < 70 : Cukup Berhasil  

4. 0 s/d< 55 : Kurang Berhasil  

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja 

sasaran yang mencapai lebih dari 100 persen termasuk pada angka capaian kinerja 

sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja 

sasaran yang mencapai kurang dari 0 persen termasuk pada angka capaian kinerja 

sebesar 0. 

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPM-PTSP Kabupaten Kepulauan Talaud terukur 

pada : 

1. Tingkat pelayanan perizinan dengan realisasi tahun terakhir 88,42% dari target 100% 

dan rasio capaian pada akhir tahun adalah 88% perdikat SANGAT BERHASIL 

2. Jumlah unit Pelayanan Satu Atap dengan realisasi tahun terakhir 3 Unit dari target 3 

Unit dengan rasio capaian pada akhir tahun adalah 100% predikat SANGAT 

BERHASIL 

Rincian Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modan dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Terinci dalam tabel T.C 23 di bawah ini: 
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T.C 23 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) 

Kabupaten Kepulauan Talaud 

SKPD : DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)             

                    

NO 
Indikator Kinerja seusai Tugas 

dan Fungsi Perangkat Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 

ke 
Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun Ke- 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Presentase tingkat pelayanan 

perizinan 
    

  

    80% 90% 100%     75% 76% 88,42%     94 84 88 

2 
Jumlah Unit Pelayanan satu 

Atap 
    

  

    
3 

Unit 

3 

Unit 

3 

Unit 
    

3 

Unit 

3 

Unit 
3 Unit     100 100 100 
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5.1.1. Kinerja Program DPM-PTSP Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka  Menengah 

Perubahan (RPJMD) 2015-2019. 

Kinerja Program DPM-PTSP pada indikasi program prioritas disertai kebutuhan 

pendanaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Perubahan 2015-2019 adalah sbb: 
 

KODE 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH DAN 

PROGRAM 

 

INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN 

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA 

PENDANAAN 

TARGET Rp (000) REALISA

SI 

RP  

2.12 Penanaman Modal 

Daerah 

     

2.12.1 Program Peningkatan 

Promosi dan 

Kerjasama Investasi 

Tingkat kerjasama 

investasi antara daerah, 

sektor swasta dan pelaku 

usaha lainnya 

(Perbankan, Koperasi, 

dan lembaga keuangan 

lainnya) 

100% 16.060.000 6% 1.003.992.0

00 

2.12.2 Program Peningkatan 

Iklim Investasi dan 

Realisasi Investasi 

Persentase hasil 

konsultasi dan koordinasi, 

pengkajian dan penelitian 

yang dijadikan masukan 

dalam pelaksanaan 

pembangunan 

100% 3.619.000 14% 496.296.10

0 

2.12.3 Program peningkatan 

penyelenggaraan 

pelayanan dan 

penerbitan perizinan 

investasi 

Persentase hasil 

konsultasi dan koordinasi, 

pengkajian dan penelitian 

yang dijadikan masukan 

dalam pelaksanaan 

pembangunan 

100% 1.485.000 5% 67.412.000 
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2.12.3 Penyiapan 

Potensi 

sumberdaya, 

Saran dan 

Prasarana Daerah 

Persentase hasil 

konsultasi dan 

koordinasi, pengkajian 

dan penelitian yang 

dijadikan masukan 

dalam pelaksanaan 

pembangunan 

100% 1.000.000 75% 753.791.250 

JUMLAH 100% 22.164.000 10% 2.321.491.35

0 

Tabel 2.6.  Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir 

RPJMD. 

 

  

5.1.2. Kinerja Program DPM-PTSP Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Tahun 2015-2019 

 

Kinerja program DPM-PTSP berdasarkan RPJMD 2015-2019 terdiri dari 4 (empat) 

Program Kegiatan Prioritas yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

dengan capaian realisasi 6%;  Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 

dengan capaian realisasi 14%; Program peningkatan penyelenggaraan pelayanan dan 

penerbitan perizinan investasi dengan capaian realisasi 5%; Penyiapan Potensi 

sumberdaya, Saran dan Prasarana Daerah dengan capaian realisasi 75%, Dan realisasi 

capaian kinerja sampai akhir periode adalah 10% Predikat Kurang Berhasil. Kurang 

berhasilannya program tersebut karena kurangnya alokasi anggaran sehingga ada yang 

tidak terdanai seperti terlihat pada rincian capaian setiap tahunnya sb
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T.C 24 

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 
              
SKPD :   DPM-PTSP                          

  

URAIAN 

      
RATA-RATA 

PERTUMBUHAN NO 

  
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 ANGGARAN REALISASI 

  

1 Pelayanan  

Administrasi 

Perkantoran 

Penyed. Jasa Komunikasi 

Listrik dan Sumber Daya Air 
22.200.000 4.200.000 88.190.000 22.161.230 4.172.000 70.373.000 100 99 80 9,59 7,53 

  

Penyed. Jasa Surat 

Menyurat 
0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

  

Penyed. Komponen 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

0 0 5.895.000 0 0 5.892.700 #DIV/0! #DIV/0! 100 #DIV/0! #DIV/0! 

   

Penyed. Jasa 

Pemeliharaan/Perizinan 

Kendaraan 

17.970.000 17.178.000 14.000.000 14.805.000 17.173.000 14.000.000 82 100 100 -0,11 -0,01 

    

Penyed. Jasa Kebersihan 

Kantor 
22.124.000 27.084.000 27.250.200 22.123.300 25.184.000 27.246.000 100 93 100 0,12 0,11 

    
Penyed.Alat Tulis Kantor 34.030.590 21.955.000 24.415.000 33.988.400 21.952.500 24.400.000 100 100 100 -0,12 -0,12 

   

Penyed. Barang Cetak dan 

Penggandaan 
17.090.500 10.147.000 14.043.800 17.078.050 10.046.621 14.033.700 100 99 100 -0,01 -0,01 

    

Penyediaan Makan Minum 

Kantor 
33.254.000 6.500.000 15.325.000 33.245.000 6.500.000 15.302.000 100 100 100 0,28 0,27 

    

Pelaksanaan Rapat-rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

luar daerah 

219.834.480 142.405.200 408.060.400 219.609.480 140.643.883 406.646.000 100 99 100 0,76 0,77 

    

Pelaksanaan Rapat-rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

dalam daerah 

0 68.326.000 192.573.000                      -       68.226.000  
   

192.573.000  
#DIV/0! 100 100 #DIV/0! #DIV/0! 

    

Penyediaan jasa Pelayanan 

Perkantoran 
135.980.000 144.000.000 106.500.000 

     

135.980.000  

    

125.854.000  

   

106.500.000  
100 87 100 -0,10 -0,11 
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2 

Peningkatan  

Sarana dan 

Aparatur 

Pembangunan Gedung 

Kantor 

 

1.431.398.000  
0 0 

  

1.361.078.100  
                    -                     -  95 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

  

Pengadaan Kendaraan 

Dinas 
                    -                   -                      -                       -                      -                     -  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

    

Pengadaan Meubelair dan 

Perlengkapan Kantor 
                    -                   -                      -                       -                      -                     -  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

    Pengadaan Komputer                      -                   -       46.813.000                       -                      -      46.706.000  #DIV/0! #DIV/0! 100 #DIV/0! #DIV/0! 

    

Pengadaan Perlengkapan 

Gedung Kantor 
                    -                   -  

    

100.604.000  
                     -                      -  

   

100.523.500  
#DIV/0! #DIV/0! 100 #DIV/0! #DIV/0! 

    

Pengadaan Peralatan 

Gedung Kantor 
                    -                   -                      -                       -                      -                     -  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

    

Pemeliharaan rutin/berkala 

gedung kantor 
                    -                   -       45.010.000                       -                      -      44.993.400  #DIV/0! #DIV/0! 100 #DIV/0! #DIV/0! 

3 

Peningkatan 

Disiplin 

Aparatur 

Pengadaan Pakaian Dinas 

dan  Perlengkapannya 
0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

  
Pengadaan Pakaian Khusus 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

4 
Peningkatan 

Kualitas SDM 

Aparatur 

Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan 

0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

5 

Peningkatan 

Promosi dan 

Kerjasama 

Investasi 

Peningkatan fasilitas 

terwujudnya kerjasama 

strategis antara usaha besar 

dan usaha kecil menengah 

0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

  

Pengembangan potensi 

unggulan daerah 0 0 0 0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

    

Koordinasi antar lembaga  

dalam pengendalian 

pelaksa. investasi 

PMDN/PMA  47.984.080 27.449.000 0 47.864.080 27.449.000 0 

100 100 #DIV/0! -0,71 -0,71 

    

Peningkatan kegiatan 

pemantauan, pembinaan 

dan pengawasan 

pelaksanaan penanaman 

modal   

0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 



       

Renstra Perubahan DPM-PTSP (2020-2025)     38 

 

    

Peningkatan koordinasi dan 

Kerjasama di bidang 

Penanaman Modal dengan 

investasi Pemerintah dan 

dunia usaha 

0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

    

Penyelenggaraan Pameran 

Investasi 
216.420.000 127.551.000 148.903.000 215.803.539 127.543.000 148.900.250 100 100 100 -0,12 -0,12 

6 

Peningkatan 

Iklim 

investasi dan 

Realisasi 

investasi 

Penyusunan kebijakan 

investasi bagi pembangunan 

fasilitasi infrastruktur 

0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

  

Memfasilitasi dan koordinasi 

kerjasama dibidang 

investasi 

0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

  

Penyusunan cetak biru 

(Master plan) pengembag-

an penanaman Modal 

0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

  

Pengembangan sistem 

informasi Penanaman Modal 
0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

  

Penyusunan sistem 

informasi Penanaman Modal 

Daerah 

26.250.000 0 0 0 25.035.700 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

  

Kajian Kebijakan 

Penanaman Modal 
0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

  

Penyederhanaan prosedur 

perijinana dan peningkatan 

pelayanan Penanaman 

Modal 

68.255.800 0 100.000.000 54.155.000 0 99.521.200 79 #DIV/0! 100 #DIV/0! #DIV/0! 

    

Penyusunan Rancangan 

perundang-undangan di 

Bidang Penanaman modal 

92.622.000 0 0 74.621.800 0 0 81 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

    

Monitoring evaluasi dan 

pelaporan 
0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

7 Penyiapan 

Potensi 

Sumber 

Daya, 

Kajian potensi sumber daya 

yang terkait dengan 

investasi 

17.500.000 0 0 15.222.000 0 0 87 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
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Sarana dan 

prasarana 

Daerah 

    

Pembangunan sarana 

prasarana investasi 
0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

8 Program 

peningkatan 

sarana 

penyeleng-

gara 

pelayanan 

dan 

penerbitan 

perizinan 

investasi 

Pendataan pelaku usaha 

wajib ijin 
49.327.050 32.394.800 98.121.000 49.317.300 32.305.000 98.073.325 100 100 100 0,84 0,85 

Fasilitasi dan koordinasi 

pelayanan & penerbitan 

Perizinan 

0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

Peningkatan standar dan 

kualitas perizinan dengan 

sertifikasi perizinan sesuai 

dengan standar ISO 

42.232.500 0 152.047.400 42.232.300 0 151.977.033 100 #DIV/0! 100 #DIV/0! #DIV/0! 

Pengawasan dan 

pengendalian izin 
51.868.300 0 97.367.600 51.816.300 0 96.342.200 100 #DIV/0! 99 #DIV/0! #DIV/0! 

  
Monitoring evaluasi dan  

pelaporan serta 

penanganan pengaduan 

masyarakat 

0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

  

Koordinasi Pelayanan 

Perizinan Terpadu 
0 54.545.000 175.887.600 0 53.737.185 168.497.544 #DIV/0! 99 96 #DIV/0! #DIV/0! 
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5.1.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran DPM-PTSP 

Capaian Indikator Kinerja DPM-PTSP berdasarkan Target RPJMD Kabupaten 

Kepulauan Talaud 2016-2019 diukur pada Kondisi kinerja pada akhir periode dapat dilihat 

pada table berikut: 

NO INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN PREDIKAT 

1. Presentase tingkat pelayanan 

perizinan 

100% 88,42% 88,42% Sangat 

Berhasil 

2 Jumlah Unit Pelayanan satu 

Atap 

3 Unit 3 Unit 100% Sangat 

Berhasil 

Tabel 2.5.  Capaian Indikator Kinerja Sasaran DPM-PTSP 

 

Analisis capaian indikatonya adalah : 

3. Presentase realisasi tingkat pelayanan perizinan diperoleh dari nilai hasil survey layanan 

dari Indeks Kepuasan Masyarkat (IKM) pada Tahun 2019 Kondisi kinerja pada akhir 

periode  dengan capaian 88,42%  dengan Predikat SANGAT BERHASIL. 

4. Jumlah unit Pelayanan Satu Atap capaian indikator 100% dengan Predikat SANGAT 

BERHASIL merupakan 3 (tiga) Unit Layanan Bidang pada DPM-PTSP; 

a. Bidang  Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian  

Pelaksanaan Penanaman Modal menangani Layanan Penanaman Modal 

b. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menangani 

Layanan Penerbitan Izin 

c. Bidang  Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menangani Layanan Aduan 

Masyarakat dan Pelaporan 

 

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DPM-PTSP 

Sesuai dengan salah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah 

Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah 

kabupaten, terdiri dari dan dijabarkan dalam bentuk strategi pengembangan struktur ruang 

wilayah kabupaten yang mengatur : (1) Peningkatan akses pelayanan kawasan kabupaten 

dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten yang merata dan berhierarki; dan (2)  

Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, 

telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah 

Kabupaten. Dan penjabaran Strategis RT/RW yaitu strategi untuk peningkatan kualitas dan 

jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi: (1) Meningkatkan kualitas jaringan 

prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi; (2) Meningkatkan jaringan 

energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta 

mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan (3) Meningkatkan kualitas 

jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air. (4) 

Meningkatkan kualitas jaringan pengelolaan limbah diantaranya melalui penerapan 

pengelolaan sampah dengan metode 3R. Maka dari telaahan kebijakan dan strategi RT/RW 

sangat sesuai dengan tugas dan fungsi terhadap rencana Strategis (RENSTRA) Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu lima tahun kedepan, menjadi 
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landasan dalam dalam peningkatan Layanan Masyarkat di Bidang Penanaman Modal dan 

Perizinan berbasis online dapat menjangkau wilayah kecamatan dan ini menjadi tantangan 

peluang DPM-PTSP tahun 2020-2025. 

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didapatkan dari aspek potensi dan 

permasalahan yang digali dari Kabupaten Kepulauan Talaud saat ini terutama dalam 

menyusun program dan kegiatan selama periode 2020-2025 adalah sbb: 

2.4.1. TANTANGAN 

1. Bagaimana DPM-PTSP selaku perangkat daerah pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Talaud dapat meningkatkan pelayanan dibidang Penanaman Modal 

yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. 

2. Bagaimana meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Kepulauan Talaud 

baik PMDN dan PMA. 

2.4.2. PELUANG 

1. Adanya komitmen pemerintah daerah secara bertahap terus memperhatikan 

kualitas  Aparatur di Bidang Penanaman Modal dan sarana prasarana 

menunjang pelayanan perizinan. 

2. Upaya dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk terus melakukan 

promosi atas potensi peluang usaha.
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Sampai dengan saat ini investasi di Kabupaten Kepulauan Talaud masih terbatas pada 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Oleh karena itu, DPM-PTSP Kabupaten Kepulauan 

Talaud secara terus menerus meningkatkan pelayanan Penanaman Modal yang terdiri dari 

pelayanan perizinan, layanan  pengaduan dan promosi investasi. Namun dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi layanan masih terkendala dengan adanya permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi.  

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN 

PERANGKAT DAERAH 

Secara umum, permasalahan yang sampai saat ini yang mempengaruhi pelayanan 

dihadapi oleh DPM-PTSP Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut: 

1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia atau Aparatur Sipil Negara bersertifikat, Tenaga 

profesional di bidang Teknologi Informasi pengelolah system pelayanan masyarakat di 

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (perizinan) yang berbasis 

Internet.  

2. Belum Profesionalnya Kinerja Tim Teknis Perizinan atau Organisasi Pemerintah 

Daerah yang terkait, sehingga masih seringnya pelayanan perizinan mengalami 

keterlambatan. 

3. Belum tersosialisasinya secara merata tentang Informasi pelayanan Penanaman Modal 

dan Perizinan Secara Online Kabupaten Kepulauan Talaud. 

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor Permasalahan yang mempengaruhi Layanan 

berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, maka berikut di uraikan Permasalah yang terjadi pada Bidang tugas di DPM-PTSP 

adalah sbb: 
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Tabel 3.1 
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

 

BIDANG PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 

Bidang Perencanaan, 

Pengembangan Iklim Promosi 

dan Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

➢ Promosi investasi daerah 

belum optimal sehingga 

Talaud belum menjadi Brand 

Tujuan Investasi Nasional;  

 
 

➢ Aktivitas promosi perlu ditingkatkan 

melalui Branding (awareness 

campaign, penguatan citra investasi 

Talaud); Iklan Media (media berbayar, 

milik sendiri, media sosial, dan 

endorses); Selling atau Jemput Bola; 

➢ Dibuat forum bersama atau komunikasi 

lintas stakeholders dengan melibatkan 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 

dan pemerintah kabupaten;  

➢ Menciptakan Brand Talaud 

➢ SDM tidak memiliki kompetensi 

dan pemahaman terkait 

investasi baik regulasi, potensi 

daerah dan cara 

mempromosikan potensi 

daerah 

 

➢ Panduan standarisasi kompetensi SDM 

terkait investasi dan atau penanaman 

modal; 

➢ Pelatihan pendukung guna 

meningkatkan kompetensi yang 

diagendakan terjadwal;  

➢ Diklat, seminar atau Coffee Morning 

yang membahas informasi terbaru 

tentang investasi baik regulasi, trend, 

dan hal terkait lainnya; 

Bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan 

➢ Kurangnya Aparatur yang 

berkompetensi sesuai bidang 

kerja layanan perizinan 

 

➢ Masih kurangnya sosialisasi 

terhadap pengurusan izin usaha 

secara online 

➢ Terbatasnya jaringan internet 

dan kondisi geografis daerah 

kepulauan yang menyebabkan 

kendala terhadap pelaku usaha 

melakukan pendaftaran izin 

usaha. 

 

 

 

 

➢ Masih ada anggapan dan 

pemberitaan bahwa ijin sulit dan 

adanya konten negatif lain 

terkait DPM-PTSP. 

➢ Mengikutsertakan Aparatur dalam Diklat 

teknis  Perizinan 

 

 

➢ Sosialisasi izin dan pelatihan terhadap 

masyarkat pelaku usaha 

 

➢ Dukungan fasilitas ke wilayah 

kecamatan dalam peningkatan system 

informasi 

➢ Pengadaan Mobil Layanan Berbasis 

Online prioritas terhadap layanan 

perizinan di Desa 

➢ Pembangunan Mall Layanan Publik 

sebagai Pusat semua layanan Publik di 

Kabupaten Kepulauan Talaud. 

➢ Dibuat program untuk memberikan 

informasi, pengarahan, dan penyajian 

fakta berbasis data bahwa DPM-PTSP 

merupakan tempat pengurusan ijin 

cepat, mudah, terjangkau, tidak ada 

pungutan, dan hal positif lainnya;  

Bidang Pengaduan, Kebijakan 

dan Pelaporan Layanan 

➢ Kurangnya Pemantauan dan 

Pengawasan Layanan di 

Lapangan 

➢ Belum tersedianya SDM sesuai 

bidang kerja pengaduan dan 

komunikasi masyarakat dan 

Sarana yang belum memadai. 

 

 

➢ Peningkatan Pemantauan dan 

Pengawasan Layanan di Lapangan 

➢ Identifikasi kebutuhan SDM (jurusan 

komunikasi dan hukum) lalu menyusun 

panduan kompetensi teknis serta 

melakukan perekrutan terkait kebutuhan 

bidang pengaduan dan masyarakat; 

➢ Menyediakan ruangan atau tempat 

layanan pengaduan atau ruang layanan 

konsultasi. 
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4.1. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA 
DAERAH TERPILIH 

Dalam tahun periode 2020-2025, Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud, 
yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:“MENJADIKAN KABUPATEN 
TALAUD LEBIH DIBERKATI”, sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten 
Kepulauan Talaud bekerjasama mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk 
meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Kepulauan Talaud lebih sejahtera. 

Visi Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut di atas terdiri atas 6 (enam) rumusan misi 
yang telah disampaikan dihadapan DPRD dan nantinya akan disampaikan pada 
musrenbang RPJMD yang akan terlaksana dengan para pemangku kepentingan 
(stakeholder). Adapun 6 (enam) misi yang telah dirumuskan adalah:   

1. MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG BERSIH 

2. MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG ELOK 

3. MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG RAMAH 

4. MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 
BERDASARKAN PADA KASIH 

5. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 
YANG AMAN 

6. MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG TANGGUH 

4.2. TELAHAAN MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 
TERPILIH 

Misi Bupati Tersebut dijelaskan sbb: 

1. MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG BERSIH 

Bersih mengandung makna tidak kotor, tidak tercemar, tulus, iklas, artinya 
pembangunan manusia dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud berlandaskan 
pada sifat yang tulus dan bebas dari hal-hal yang sifatnya mengotori makna 
pembangunan masyarkat itu sendiri. 

Membangun yang bersih berangkat dari motor penggerak yang bersih. Untuk 
birokrasi sebagai penggerak pembanugunan wajib dilakukan yang namanya: 
Reformasi  
Birokrasi. Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien. 

a. Peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi aparatur sipil Negara; 

b. Penempatan Rught Man on the Right Job 

c. Penataan perangkat daerah 

d. Peningkatan Kesejahteraan aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa 

e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan 
dan efektif, serta penyelenggaraan pelayanan public yang berkualitas dan bebas 
dari korupsi system e-planning, e-budgeting dan e-procurement. 

f. Pembangunan hotline yang bersih menjadi saluran aspirasi masyarakat untuk 
pelaksanaan pembangunan yang pastisipatif menuju terwujudnya good 
governance dan clean government. 

2. MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG ELOK 

Elok mengandung makna bagus, berbudi pekerti artinya pemerintahan daerah akan : 



       

        Renstra DPM-PTSP (2020-2025)     47 

 

a. Melakukan penataan daerah secara akurat dan terpecaya dengan memperhatikan 
sisi keselarasan antara visi dan misi serta program unggulan yang bermanfaat bagi 
masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud 

b. Sistem manejemen pemerintahan akan berfokus pada peningkatan akuntabilitas 
serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (Outcome). 
Sasaran dari system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri adalah : 

o Menjadikan intansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berorientasi 
secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan 
lingkungannya. 

o Terwujudnya transparansi instansi pemerintah 

o Terwujudnya partisipasi masyarkat dalam pelaksanaan pembangunan nasional 

o Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah 

3. MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG RAMAH 

Ramah mengandung makna suatu perilaku dan sifat masyarakat yang akrab 
dengan pergaulan seperti suka senyum, sopan, hormat dalam berkomunikasi suka 
membantu tanpa pamrih yang dilakukan dengan ketulusan dan berprasangka baik 
terhadap orang lain yang sudah dikenal. Misi ini mengandung arti: 

a. Keterbukaan Sistem Informasi 

Penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dibangun 
diatas fondasi transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dalam 
meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dengan memanfaatkan 
suberdaya yang tersedia, baik sumberdaya manusia yang berkualitas, sumberdaya 
alam yang tersedia maupun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
berwawasan lingkungan sehingga mendorong dan menjamin iklim investasi yang 
kondusif dari aspek hokum dan keamanan guna mengembangkan kerjasama 
investasi regional. 

b. Kebijakan pemerintah yang pro investor, Seperti kemudahan administrasi, birokrasi 
satu atap, hingga peraturan ketenagakerjaan. 

f. Meningkatkan pendapatan daerah perkapita. Hal ini mencerminkan daya beli 
masyarkat. Makin tinggi pendapatan perkapita daya beli pun makin tinggi dan 
menarik untuk dijadikan tempat investasi 

4. MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 
BERDASARKAN PADA KASIH 

Kasih mengandung makna, bukan hanya antara manusia dengan manusia, 
tetapi bias juga antara Tuhan dengan manusia. Dan dengan adanya rasa kasih 
tersebut membuat manusia mempunyai tujuan hidup yang akan diperjuangkan. Misi 
ini tujuan hidup yang akan diperjuangkan. Misi ini akan memperjuangkan nilai 
kemanusiaan dengan mengedepankan peningkatan sumber daya manusia itu sendiri 
dengan bertumpu pada prioritas. 

a) Pendidikan : Pada bidang pendidikan melalui: 

➢ Pemberian beasiswa bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud 
yang tidak mampu mu;ai dari SD, SMP, SMA, S1, S2, sampai jenjang 
pendidikan S3 hingga keluar negeri. 

➢ Pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna peningkatan mutu dan 
kualitas 

➢ Memperhatikan dan memberikan tunjangan bagi para guru pengajar yang 
berada di Pulau-pulau terluar. 
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b) Kesehatan : Di bidang Kesehatan melalui : 

➢ Pelayanan kesehatan yang gratis dan berkualitas memoptimalkan pelayanan 
kartu Indonesia sehat (KIS) atau BPJS, 

➢ Memperhatikan asupan gisi masyarakat terlebih para lansia 

➢ Memberikan fasilitas kesehatan dari puskesmas hingga rumah sakit yang 
berkualitas 

➢ Serta memperhatikan memberi tunjangan bagi para tenaga kesehatan 
spesialis ataupun dengan menyekolahkan putra-putri daerah memiliki 
kemampuan spesialis dibidang kesehatan. 

c) Perekonomian Masyarakat, dibidang perekonomian masyarakat 

➢ Pemberian Modal usaha guna meningkatkan jiwa entrepreneurship bagi 

masyarkat 

➢ Menciptakan lapangan kerja bagi masyarkat dengan memberikan bantuan 

berupa modal usaha disektoe perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan 

dan perdagangan 

d) Infrastruktur  

➢ Perbaikan rumah masyarkat yang tidak layak huni, 

➢ Memprjuangkan program perumahan nelayan 

➢ Membangun sarana dan prasarana berupa jalan, jembatan, drainase, maupun 

talaud penahan, ombak. 

 

5. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN 

TALAUD YANG AMAN 

Aman mengandung arti terlindungi, bebas dari bahaya dan gangguan. 

Kabupaten kepulauan Talaud secara geografis dan geopolitik memiliki peran penting 

bagi Negara kesatuan republic Indonesia. Letaknya sebagai beranda depan NKRI 

memiliki potensi dan peluang untuk berkembang dengan baik, dibalik itu semua 

terdapat sejumlah issue yang menganggu keamanan daerah perbatasan berupa 

illegal fishing, illegal traficing, terorisme, penyelundupan serta persoalan perbatasan 

lainnya. Langkah antispatif melalui tata kelola maslah politik, keamanan dan 

ketertiban dengan baik melalui kebijakan: 

a. Membangun hubungan yang selaras dengan pemerintah pusat dan pemerintah 

provinsi 

b. Membangun hubungan komunikatif dengan lembaga legislative daerah 

c. Membangun sinergitas forum koordiansi pimpinan daerah dan lembaga vertical 

yang berada di daerah sehingga dengan memberikan rasa aman bagi warga 

masyarkat kabupaten kepulauan Talaud, disitulah kami sebagai pemerintah daerah 

hadir, disitulah Negara hadir 

 

 

6. MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG TANGGUH 
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Tangguh mengandung makna; kuat, andal, sulit dikalahkan, mandiri dan tatalitas 

dalam bertindak. Sebagai satu kesatuan dari NKRI, Kabupaten kepulauan Talaud 

memiliki tantangan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara tangguh pada tahun 

2025 dan menhadapi revolusi industry 4.0 oleh karena itu, dibutuhkan system 

pemerintahan yang kuat dan tangguh bias dibangun lewat dua fondasi yaitu anggaran 

dan kebijakan yang tepat. Pemerintah menstimulasi masyarakat untuk menciptakan 

keadilan lewat rancangan anggaran dan kebijakan efek dari implementasi dari aspek 

tersebut akan menciptakan keadilan di masyarkat Kabupaten Kepulauan Talaud kami 

akan meningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui tiga (3) 

strategi. 

a. Pengembangan potensi lokal melalui peningkatan ketahanan pangan. Peningkatan 

nilai tambah produk dan peningkatan akses pasar baik secara tradisional maupun 

modern. 

b. Perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Kepulauan Talaud melalui 

pengembangan industry kreatif, pariwisata, berbasis kearifan local dan keindahan 

alam, serta penyiapan kawasan unggulan minapolitan dan agropilitan. 

c. Peningkatan infrastruktur yang mendukung peningkatan pertumbuhan wilayah dan 

menurutkan dispartias wilayah. 

 

3.2. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PROVINSI 

1. Prioritas Kementerian 

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu 

“Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing 

perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan 

mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan 

Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin 

dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu: 

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal; 

2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan 

3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani 

Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran 

Strategis BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.1 
Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran 

Strategis BKPM Tahun 2020-2024 

Dukungan BKPM 
terhadap Visi Presiden 

dan Wakil Presiden 

Dukungan BKPM 
terhadap 

Pelaksanaan Misi 
Presiden dan Wakil 

Presiden 

Tujuan Sasaran Strategis 

BKPM yang Andal, 
Profesional, Inovatif, dan 
Berintegritas dalam 
Pelayanan kepada 
Presiden dan Wakil 
Presiden untuk 
Mewujudkan Visi dan Misi 
Presiden dan Wakil 
Presiden: “Indonesia Maju 
yang Berdaulat, Mandiri, 
dan Berkepribadian 
berlandaskan Gotong 
Royong.” 

Struktur Ekonomi 
yang Produktif, 
Mandiri, dan 
Berdaya Saing 

Terwujudnya 
peningkatan daya 
saing 
penanaman modal 
untuk menjadikan 
Indonesia sebagai 
negara tujuan 
penanaman modal 

1. Meningkatnya 
realisasi 
penanaman modal 
2. Meningkatnya 
kepercayaan pelaku 
usaha / penanam 
modal 

Pengelolaan 
Pemerintahan yang 
Bersih, Efektif, dan 
Terpercaya 

Terwujudnya tata 
kelola 
dan penguatan 
kelembagaan untuk 
mendukung 
pelayanan 
publik yang prima. 

3. Terwujudnya 
birokrasi 
yang bersih, efektif, 
dan melayani 

 

2. Prioritas Provinsi 

Dalam rangka mengimplementasikan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Utara, berdasarkan  yang tertuang dalam 

Rencana Strategis 2017-2021 maka disusun Visi sebagai berikut:  

“Mendukung Program Kemendirian ekonomi, melalui peningkatan investasi dan 

Pelayanan Publik Prima” dengan 4 misi yaitu : 

1. Peningkatan Jumlah PMA dan PMDN 

2. Pemetaan Potensi Investasi Daerah 

3. Mempromosikan Potensi Investasi 

4. Peningkatan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan 

Terghadap Visi dan Misi tersebut, maka disusunlah Tujuan dan Sasaran Jangka 

Menengah. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara adalah sbb: 

2.1. Tujuan 

1. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing 

penanaman modal 

2. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal lintas sektoral yang 

berbasis sumber daya 

3. Memantapkan strategi dan standar promosi penanaman modal yang berkelas 

dunia berbasis teknologi tinggi. 
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4. Mewujudkan pelayana perizinan dan non perizinan yang berkualitas berbasis E-

Government 

5. Mengembangkan system pengendalian penanaman modal yang terintegrasi dan 

akurat 

6. Mengembangkan system perencanaan dan pengelolaan informasi penanaman 

modal 

2.2. Sasaran 

1. Terwujudnya iklim penanaman modal yang aman, kondusif, transparan dan 

askuntabel 

2. Meningkatkan kualitas informasi peluang penanaman modal di daerah 

3. Meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan 

efektif bagi penanman modal yang terpadu dan efektif bagi penanaman modal 

dalam dan luar negeri yang berpijak pada pengkatan daya saing penanaman 

modal 

4. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal 

5. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal 

6. Mengingkatnya kualitas pelayanan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan 

Investasi Secara elektronik (SPIPISE) 

7. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal 

8. Meningkatnya kemudahan mengakses data dan informasi menanaman modal 

9. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

 

Dari uraian penjelasan terhadap Prioritas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah atau  

Kementian Investasi dan Prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu 

Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Utara diatas, maka berikut kami uraikan dalam tabel sbb: 

Tabel. 3.2 
Telaahan Sasaran RENSTRA K/L dan Renstra DPMPTSP Provinsi dengan Permasalahan Pelayanan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kabupaten Kepulauan Talaud  

No  Sasaran 
Renstra K/L  

 

Sasaran Renstra Provinsi Permasalahan 
Pelayanan SKPD 

Kabupaten Talaud 

Faktor Penghambat dan 
Pendorong 

1 Meningkatnya 
realisasi 
penanaman 
modal; 

➢ Terwujudnya iklim 

Penanaman Modal yang 

aman, kondusif, 

transparan dan akuntabel; 

➢ Meningkatnya realisasi 

penanaman modal 

➢ Meningkatnya kualitas 

informasi peluang 

Penanaman Modal di 

Daerah 

➢ Meningkatnya 

kemudahan mengakses 

- Promosi investasi 

daerah belum optimal 

sehingga Talaud 

belum menjadi Brand 

Tujuan Investasi 

Nasional; 

 

 

 

 

 

 

➢ Aktivitas promosi perlu 

ditingkatkan melalui 

Branding (awareness 

campaign, penguatan 

citra investasi Talaud); 

Iklan Media (media 

berbayar, milik sendiri, 

media sosial, dan 

endorses); Selling atau 

Jemput Bola; 

➢ Dibuat forum bersama 

atau komunikasi lintas 
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data dan informasi 

Penanaman Modal 

➢ Meningkatnya daya tarik 

PM melalui promosi yang 

terpadu dan efektif bagi 

Penanam Modal dalam 

dan luar negeri yang 

berpijak pada 

peningkatan daya saing 

 

 

 

 

- SDM tidak memiliki 

kompetensi dan 

pemahaman terkait 

investasi baik regulasi, 

potensi daerah dan 

cara mempromosikan 

potensi daerah 

 

 

 

 

stakeholders dengan 

melibatkan pemerintah 

pusat, pemerintah 

provinsi, dan 

pemerintah kabupaten;  

➢  

➢ Menciptakan Brand 

Talaud 

 

➢ Panduan standarisasi 

kompetensi SDM terkait 

investasi dan atau 

penanaman modal; 

➢ Pelatihan pendukung 

guna meningkatkan 

kompetensi yang 

diagendakan terjadwal;  

➢ Diklat, seminar atau 

Coffee Morning yang 

membahas informasi 

terbaru tentang investasi 

baik regulasi, trend, dan 

hal terkait lainnya; 

2 Meningkatnya 
kepercayaan 
pelaku 
usaha/penanam 
modal; 

➢ Meningkatnya 

kapasitas dan kualitas 

pelayanan perizinan 

penanaman modal 

➢ Kurangnya Aparatur 

yang berkompetensi 

sesuai bidang kerja 

layanan perizinan 

 

➢ Masih kurangnya 

sosialisasi terhadap 

pengurusan izin 

usaha secara online 

➢ Terbatasnya 

jaringan internet dan 

kondisi geografis 

daerah kepulauan 

yang menyebabkan 

kendala terhadap 

pelaku usaha 

melakukan 

pendaftaran izin 

usaha. 

 

 

➢ Masih ada anggapan 

dan pemberitaan 

bahwa ijin sulit dan 

adanya konten 

negatif lain terkait 

DPM-PTSP. 

➢ Mengikutsertakan 

Aparatur dalam Diklat 

teknis  Perizinan 

 

 

 

➢ Sosialisasi izin dan 

pelatihan terhadap 

masyarkat pelaku usaha 

 

 

➢ Dukungan fasilitas ke 

wilayah kecamatan 

dalam peningkatan 

system informasi 

➢ Pengadaan Mobil 

Layanan Berbasis 

Online prioritas 

terhadap layanan 

perizinan di Desa 

➢ Pembangunan Mall 

Layanan Publik sebagai 

Pusat semua layanan 

Publik di Kabupaten 

Kepulauan Talaud. 

➢ Dibuat program untuk 

memberikan informasi, 

pengarahan, dan 

penyajian fakta berbasis 

data bahwa DPM-PTSP 

merupakan tempat 

pengurusan ijin cepat, 

mudah, terjangkau, 

tidak ada pungutan, dan 

hal positif lainnya; 
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3 Terwujudnya 
birokrasi yang 
bersih, efektif, 
dan melayani. 

➢ Meningkatnya 

kualitas informasi 

peluang 

Penanaman Modal 

di Daerah 

➢ Meningkatnya 

kemudahan 

mengakses data 

dan informasi 

Penanaman Modal 

➢ Meningkatnya 

realisasi 

penanaman modal; 

➢ Meningkatnya 

system Pelayanan 

Informasi dan 

Perizinan Investasi 

Secara elektronik 

(SPIPISE) 

➢ Kurangnya 

Pemantauan dan 

Pengawasan 

Layanan di 

Lapangan 

➢ Belum tersedianya 

SDM sesuai bidang 

kerja pengaduan 

dan komunikasi 

masyarakat dan 

Sarana yang belum 

memadai. 

 

➢ Peningkatan 

Pemantauan dan 

Pengawasan Layanan 

di Lapangan 

➢ Identifikasi kebutuhan 

SDM (jurusan 

komunikasi dan hukum) 

lalu menyusun panduan 

kompetensi teknis serta 

melakukan perekrutan 

terkait kebutuhan 

bidang pengaduan dan 

masyarakat; 

➢ Menyediakan ruangan 

atau tempat layanan 

pengaduan atau ruang 

layanan konsultasi. 

3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP 

STRATEGIS 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud sudah ditetapkan dan sudah 

dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2034. Penataan 

Ruang di Kabupaten Kepulauan Talaud bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten 

Kepulauan Talaud yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai Beranda 

Depan Indonesia Timur Bagian Utara yang berbasis pada Sektor Kelautan, Perikanan dan 

Pertanian, Pariwisata, dan Pertahanan Keamanan. 

Kebijakan Penataan Ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, terdiri atas:  

1. Pembangunan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana;  

2. Peningkatan potensi sumber daya alam, aksesibilitas pemasaran produksi dan 
kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata;  

3. Peningkatan dan pelestarian lingkungan hidup;  

4. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;  

5. Pengamanan kawasan rawan bencana;  

6. Peningkatan kerjasama perdagangan lintas batas;  

7. Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Industri;  

8. Pengembangan kawasan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan.  

 

Tabel 3.3 
Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan 

Talaud berdasarkan Telaahan  Rencana Tata Ruang Wilayah 
 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong 

No  Kebijakan RTRW/KLHS Permasalahan Faktor Penghambat dan Pendorong 

1. 1. Pembangunan, 

peningkatan dan 

pengembangan sarana 

dan prasarana;  

2. Peningkatan potensi 

sumber daya alam, 

aksesibilitas 

pemasaran produksi 

➢ Promosi investasi 

daerah belum optimal 

sehingga Talaud 

belum menjadi Brand 

Tujuan Investasi 

Nasional; 

 

 

➢ Aktivitas promosi perlu 

ditingkatkan melalui Branding 

(awareness campaign, 

penguatan citra investasi 

Talaud); Iklan Media (media 

berbayar, milik sendiri, media 

sosial, dan endorses); Selling 

atau Jemput Bola; 
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dan kualitas sumber 

daya manusia di 

bidang kelautan, 

perikanan, pertanian, 

pariwisata;  

3. Peningkatan dan 

pelestarian lingkungan 

hidup;  

4. Peningkatan fungsi 

kawasan untuk 

pertahanan dan 

keamanan negara;  

5. Pengamanan kawasan 

rawan bencana;  

6. Peningkatan 

kerjasama 

perdagangan lintas 

batas;  

7. Peningkatan dan 

Pengembangan 

Kawasan Industri; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ SDM tidak memiliki 

kompetensi dan 

pemahaman terkait 

investasi baik 

regulasi, potensi 

daerah dan cara 

mempromosikan 

potensi daerah 

➢ Dibuat forum bersama atau 

komunikasi lintas stakeholders 

dengan melibatkan pemerintah 

pusat, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten;  

➢ Menciptakan Brand Talaud 

 

➢ Panduan standarisasi kompetensi 

SDM terkait investasi dan atau 

penanaman modal; 

➢ Pelatihan pendukung guna 

meningkatkan kompetensi yang 

diagendakan terjadwal;  

➢ Diklat, seminar atau Coffee Morning 

yang membahas informasi terbaru 

tentang investasi baik regulasi, 

trend, dan hal terkait lainnya; 

  ➢ Kurangnya Aparatur 

yang berkompetensi 

sesuai bidang kerja 

layanan perizinan 

 

➢ Masih kurangnya 

sosialisasi terhadap 

pengurusan izin 

usaha secara online 

➢ Terbatasnya 

jaringan internet dan 

kondisi geografis 

daerah kepulauan 

yang menyebabkan 

kendala terhadap 

pelaku usaha 

melakukan 

pendaftaran izin 

usaha. 

 

 

➢ Masih ada 

anggapan dan 

pemberitaan bahwa 

ijin sulit dan adanya 

konten negatif lain 

terkait DPM-PTSP. 

➢ Mengikutsertakan Aparatur dalam 

Diklat teknis  Perizinan 

 

 

 

➢ Sosialisasi izin dan pelatihan 

terhadap masyarkat pelaku usaha 

 

 

➢ Dukungan fasilitas ke wilayah 

kecamatan dalam peningkatan 

system informasi 

➢ Pengadaan Mobil Layanan Berbasis 

Online prioritas terhadap layanan 

perizinan di Desa 

➢ Pembangunan Mall Layanan Publik 

sebagai Pusat semua layanan 

Publik di Kabupaten Kepulauan 

Talaud. 

➢ Dibuat program untuk memberikan 

informasi, pengarahan, dan 

penyajian fakta berbasis data bahwa 

DPM-PTSP merupakan tempat 

pengurusan ijin cepat, mudah, 

terjangkau, tidak ada pungutan, dan 

hal positif lainnya; 

  ➢ Kurangnya 

Pemantauan dan 

Pengawasan 

Layanan di 

Lapangan 

➢ Belum tersedianya 

➢ Peningkatan Pemantauan dan 

Pengawasan Layanan di Lapangan 

➢ Identifikasi kebutuhan SDM (jurusan 

komunikasi dan hukum) lalu 

menyusun panduan kompetensi 

teknis serta melakukan perekrutan 
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SDM sesuai bidang 

kerja pengaduan 

dan komunikasi 

masyarakat dan 

Sarana yang belum 

memadai. 

 

terkait kebutuhan bidang pengaduan 

dan masyarakat; 

➢ Menyediakan ruangan atau tempat 

layanan pengaduan atau ruang 

layanan konsultasi. 

 

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS  

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Talaud perlu dilakukan 

analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis 

yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Dengan 

demikian, Isu Strategis DPM-PTSP Kabupaten Kepulauan Talaud untuk tahun 2020-2025 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang terlatih di Bidang Penanaman Modal dan 

Layanan PTSP 

2. Penyediaan fasilitas Internet dan peningkatan system informasi Penanaman Modal dan 

PTSP yang dapat dijangkau oleh seluruh pelaku usaha se Kabupaten Kepulauan 

Talaud; 

3. Peningkatan regulasi investasi di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan mengelolah 

potensi lokal dan menciptakan iklim investasi bisnis; 

4. Meningkatkan pelayanan publik baik perizinan dan non perizinan dengan 

mengembangkan system berbasis teknologi informasi.  

5. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan Penanaman Modal Daerah. 
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 Adapun Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud 

didasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang merupakan visi 

Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:“MENJADIKAN KABUPATEN TALAUD LEBIH 

DIBERKATI”, sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Kepulauan Talaud 

bekerjasama mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan 

mewujudkan seluruh masyarakat Kepulauan Talaud lebih sejahtera. 

Visi Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut di atas terdiri atas 6 (enam) rumusan misi. 
Adapun 6 (enam) misi yang telah dirumuskan adalah:   

7. MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG BERSIH 

8. MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG ELOK 

9. MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG RAMAH 

10. MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD BERDASARKAN 
PADA KASIH 

11. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG 
AMAN 

12. MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG TANGGUH 

 

Dalam menentukan Tujuan Sasaran dan Indikator kinerja, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kepulauan Talaud memetakan Strategi 

dengan Pendekatan Pohon Kinerja. Pohon Kinerja dan Cascading di gambarkan sbb: 
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POHON KINERJA DPM-PTSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASCSADING DPM-PTSP 
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4.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DPM-PTSP 

Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra DPM-PTSP 

Kabupaten Kepulauan Talaud ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang 

tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Tahun 2020-2025 yang menjadi beban kerja dan tanggungjawab Organisasi Perangkat 

Daerah melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya. 

Dari tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut, maka tujuan dan 

sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPM-PTSP) Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020-2025 sesuai dengan tugas dan 

fungsinya adalah mengacu pada Tujuan Kelima dan Keenam. Maka yang menjadi Tujuan 

dan Sasaran Rencana Strategi (RENSTRA) DPM-PTSP Adalah sbb: 

A. TUJUAN 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan 
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. 
Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) selain didasarkan pada 
potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang 
dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan 
pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

a

d

a  Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2021 ini, Tujuan utama dari DPM-

PTSP Kabupaten Kepulauan pada tahun 2021 ini memusatkan pada Peningkatan 

Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Kepulauan Talaud dimanana Tujuan ini menunjang 

Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan pertumbuhan investasi  

khususnya dibidang jasa pariwisata, pertanian, perikanan & kelautan dengan indikator 

kinerjanya yaitu Presentase Pertumbuhan Nilai Investasi. 

B. SASARAN 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan 

secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud dalam jangka waktu 

lima tahun mendatang. Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan 

RENSTRA SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA SETELAH PERUBAHAN 

TUJUAN 

INDIKATOR 

KINERJA  

TUJUAN 

TUJUAN 

INDIKATOR  

KINERJA 

TUJUAN 

Meningkatkan Iklim 
Investasi Daerah. 

Nilai Investasi 
Berskala 
Nasional  
(PMDN/PMA 

Meningkatkan 
Pertumbuhan 
Investasi Di 
Kabupaten Talaud 

Meningkatkan 
Pertumbuhan 
Investasi di 
Kabupaten 
Kepulauan 

Talaud 

Mewujudkan Pelayanan 

Publik Yang Cepat 

Tanggap Dan Prima. 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 
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tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) 

2020-2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud 

adalah sebagai berkut : 

NO RENSTRA SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA SETELAH PERUBAHAN 

SASARAN INDIKATOR  
KINERJA  
SASARAN 

SASARAN INDIKATOR  
KINERJA  SASARAN 

1. Meningkatnya 
investasi daerah.  

Realisasi investasi 
berskala Nasional 
PMDN/PMA 

Meningkatkan 
kualitas 
promosi dan 
pemasaran 
potensi 
investasi di 
kabupaten 
kepulauan 
talaud 

Presentase Viewer 
Yang Memberikan 
Respon Positif 
Terhadap Konten 
Layanan Promosi Dan 
Pemasaran Potenbsi 
Investasi 

Jumlah Kebijakan 
Penanaman 
Modal 

2. Meningkatnya 
kualitas 
Pelayanan 
Perizinan dan 
Non Perizinan  

. 

 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Terciptanya 
Iklim Investasi 
Yang Kondusif 

Presentase 
Pertumbuhan Izin 
Yang Diterbitkan 
Tepat Waktu 

Presentase  
Indeks Inovasi 
Pelayanan Publik. 

Presentase 
Penigkatan Indeks 
Kepuasan Pelayanan 
Kepada Masyarakat 
(IKM) 
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Tabel 4.1 

 Tujuan, Sasaran dan Target Indikator DPM-PTSP 
 

No Tujuan Indikator 
Tujuan 

Sasaran Indikator Kondisi 
Awal (2020) 

Target Sasaran/ Tujuan Kinerja Tahun Ke 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 MENINGKATKAN 
PERTUMBUHAN 
INVESTASI DI 
KABUPATEN 
TALAUD 

PERTUMBUHAN 

NILAI INVESTASI 

  

 
  

MENINGKATKAN 
KUALITAS 
PROMOSI DAN 
PEMASARAN 
POTENSI 
INVESTASI DI 
KABUPATEN 
KEPULAUAN 
TALAUD 

PRESENTASE VIEWER 
YANG MEMBERIKAN 
RESPON POSITIF 
TERHADAP KONTEN 
LAYANAN PROMOSI 
DAN PEMASARAN 
POTENBSI INVESTASI 

3% 10% 40% 60% 80% 90% 

      TERCIPTANYA 
IKLIM INVESTASI 
YANG KONDUSIF 

PRESENTASE 
PERTUMBUHAN IZIN 
YANG DITERBITKAN 
TEPAT WAKTU 

89% 90% 91% 92% 93% 94% 

        PRESENTASE 
PENIGKATAN INDEKS 
KEPUASAN PELAYANAN 
KEPADA MASYARAKAT 
(IKM) 

85% 90% 92% 95% 98% 100% 
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MEKANISME PERHITUNGAN 

 

 

 

 

 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
FORMULIR PERHITUNGAN 

1 MENINGKATKA

N KUALITAS 

PROMOSI DAN 

PEMASARAN 

POTENSI 

INVESTASI DI 

KABUPATEN 

KEPULAUAN 

TALAUD 

PRESENTASE 

VIEWER YANG 

MEMBERIKAN 

RESPON POSITIF 

TERHADAP 

KONTEN LAYANAN 

PROMOSI DAN 

PEMASARAN 

POTENBSI 

INVESTASI 

Jumlah viewer yang memberikan 

respon positif = JVRP 

Jumlah Keseluruhan Viewer =  JKV 

Rumus:       JVRP : JKV x 100% 

2 TERCIPTANYA 

IKLIM 

INVESTASI 

YANG 

KONDUSIF 

PRESENTASE 

PERTUMBUHAN 

IZIN YANG 

DITERBITKAN 

TEPAT WAKTU 

Realisasi izin tahun Evaluasi dibagi 

realisasi izin sampai dengan tahun 

evaluasi dikali seratus persen 

PRESENTASE 

PENIGKATAN 

INDEKS KEPUASAN 

PELAYANAN 

KEPADA 

MASYARAKAT (IKM) 

 

 

Interval Penentu mutu pelayanan 

untuk menetapkan kinerja unit 

pelayanan tersebut adalah: 

A (Sangat Baik)  :  81,26 - 100,00 

B (Baik)               :  62,51 -  81,25 

C (Kurang Baik)  :  43,76 -  62,50 

D  (Tidak Baik )   :  25,00 – 43,75 
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5.1  STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang 

bagaimana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan upaya untuk mencapai 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien 

selama 5 (lima) tahun kedepan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan 

Playanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan 

sasaran yang akan dicapai. 

Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal pada renstra Perubahan ini dapat 

dilihat dalam tebel di bawah ini: 
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A, STRATEGI 

NO RENSTRA LAMA RESTRA BARU 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

SASARAN 

STRATEGI SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

SASARAN 

STRATEGI 

1 MENINGKATNYA 

INVESTASI 

DAERAH.  

REALISASI 

INVESTASI 
BERSKALA 

NASIONAL 

PMDN/PMA 

PROMOSI POTENSI 

DAERAH 

MENINGKATKAN 

KUALITAS 
PROMOSI DAN 

PEMASARAN 

POTENSI 

INVESTASI DI 

KABUPATEN 

KEPULAUAN 
TALAUD 

TERCIPTANYA 

IKLIM INVESTASI 

YANG KONDUSIF 

  

PRESENTASE 

VIEWER YANG 
MEMBERIKAN 

RESPON POSITIF 

TERHADAP 

KONTEN LAYANAN 

PROMOSI DAN 

PEMASARAN 
POTENBSI 

INVESTASI 

MENINGKATKAN 

KUALITAS DAN 

KUANTITAS KONTEN 

LAYANAN PROMOSI 

MELALUI MEDIA SOSIAL 

DAN ELEKTRONIK 

 

MENGIKUTI IVEN 

PROMOSI  POTENSI 

DAERAH DALAM 

MAUPUN LUAR 

NEGERI 

MENYEDIAKAN 

LAYANAN 

PERIZINAN 

BERBASIS IT 

MEMBERIKAN 

FASILITAS 

BANTUAN KEPADA 

PELAKU USAHA. 

JUMLAH 

KEBIJAKAN 

PENANAMAN 

MODAL 

 

2 MENINGKATNYA 

KUALITAS 

PELAYANAN 

PERIZINAN DAN 

INDEKS 

KEPUASAN 

MASYARAKAT 

PENINGKATAN 

INOVASI  KINERJA 

PELAYANAN PUBLIK 

TERCIPTANYA 

IKLIM INVESTASI 

PRESENTASE 

PERTUMBUHAN 

IZIN YANG 

DITERBITKAN 

TERCIPTANYA IKLIM 

INVESTASI YANG 

KONDUSIF DAN RAMAH 

INVESTASI MELALUI 
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NON PERIZINAN  YANG KONDUSIF TEPAT WAKTU PENINGKATAN KUALITAS 

PELAYANAN BIDANG 

PERIJINAN DAN 

INVESTASI  

 

PRESENTASE 

PENIGKATAN 

INDEKS KEPUASAN 

PELAYANAN 

KEPADA 

MASYARAKAT (IKM) 

PRESENTASE  

INDEKS 
INOVASI 

PELAYANAN 

PUBLIK. 

PENINGKATAN 

KUALITAS 

PELAYANAN 

PERIZINAN DAN 

NON PERIZINAN 

PELAKSANAAN 

PELAYANAN 

PERIZINAN DAN 

NONPERIZINAN 

SECARA ONLINE 

MENGOPTIMALKAN 

PROGRAM LAJU 

(LAYANAN ANTAR 

JEMPUT) 
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B. KEBIJAKAN 

NO RENSTRA LAMA RESTRA BARU 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA SASARAN 

STRATEGI KEBIJAKAN SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA SASARAN 

STRATEGI KEBIJAKAN 

1 MENINGKATNYA 
INVESTASI 
DAERAH.  

REALISASI 
INVESTASI 
BERSKALA 
NASIONAL 
PMDN/PMA 

PROMOSI POTENSI 

DAERAH 

Berkolaborasi dengan Organisasi 
Perangkat Daerah Tekhnis dalam 
melakukan terobosan untuk 
mempromosikan berbagai 
potensi sesuai bidang melalui 
media sosial maupun media 
elektronik untuk menarik para 
investor. 

MENINGKATKAN 
KUALITAS 
PROMOSI DAN 
PEMASARAN 
POTENSI 
INVESTASI DI 
KABUPATEN 
KEPULAUAN 
TALAUD 
TERCIPTANYA 
IKLIM INVESTASI 
YANG KONDUSIF 
  

PRESENTASE 
VIEWER YANG 
MEMBERIKAN 
RESPON POSITIF 
TERHADAP 
KONTEN LAYANAN 
PROMOSI DAN 
PEMASARAN 
POTENBSI 
INVESTASI 

MENINGKATKAN 

KUALITAS DAN 

KUANTITAS KONTEN 

LAYANAN PROMOSI 

MELALUI MEDIA 

SOSIAL DAN 

ELEKTRONIK 

 

1. TERBANGUNNYA 

KERJASAMA LINTAS 

SEKTOR DALAM 

PENYELENGGARAANP

ROMOSI PERLUASAN 

INVESTASI 

2. MENINGKATKAN 

KREATIVITAS 

TAMPILAN KONTEN 

LAYANAN PROMOSI 

DAN PEMASARAN 

POTENSI INVESTASI 

3. KESADARAN DAN 

PARTISIPASI 

MASYARAKAT DALAM 

MEMPROMOSIKAN 

PELUANG INVESTASI 

MELALUI MEDIA 

SOSIAL 

MENGIKUTI IVEN 

PROMOSI  POTENSI 

DAERAH DALAM 

MAUPUN LUAR 

NEGERI 

Memperkenalakan  potensi 
daerah untuk di promosikan 
melalui pameran baik nasional 
maupun ragional 

MENYEDIAKAN 

LAYANAN 

PERIZINAN 

BERBASIS IT 

Memberikan kemudahan layanan 
pengurusan izin secara maksimal 
kepada Investor baik dalam 
maupun luar negeri dengan 
system pelyanan online 

MEMBERIKAN 

FASILITAS 

BANTUAN KEPADA 

PELAKU USAHA. 

Melakukan kerjasama dengan 
pihak perbankan, maupun pihak 
lain yang tidak mengikat untuk 
memnberikan bantuan modal 
bagi pelaku usaha 

JUMLAH 

KEBIJAKAN 

PENANAMAN 

MODAL 

  

2 MENINGKATNYA 
KUALITAS 
PELAYANAN 
PERIZINAN DAN 
NON PERIZINAN  

INDEKS KEPUASAN 

MASYARAKAT 

PENINGKATAN 
INOVASI  KINERJA 
PELAYANAN 
PUBLIK 

1. Melakukan penyusunan 
kegiatan yang dapat 
meningkatkan pelayanan; 

2. Melakukan kegiatan-
kegiatan pelatihan bagi 
Aparatur Penyelenggara 

TERCIPTANYA 

IKLIM INVESTASI 

YANG KONDUSIF 

PRESENTASE 

PERTUMBUHAN 

IZIN YANG 

DITERBITKAN 

TEPAT WAKTU 

TERCIPTANYA IKLIM 

INVESTASI YANG 

KONDUSIF DAN 

RAMAH INVESTASI 

MELALUI 

PENINGKATAN 

1. MENINGKATKAN  

KUALITAS 

PEMANFAATAN 

TEKNOLOGI INFORMASI 

DAN KOMUNIKASI 

DALAM PELAYANAN 
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Pelayanan yang diharapkan 
mampu mengoptimalkan 
pelayanan kepada 
masyarkat, dan 

3. Melakukan penataan 
kembali ruang pelayanan 
untuk meningkatkan 
kenyamanan masyarakat 
sebagai penerima layanan 

PRESENTASE 

PENIGKATAN 

INDEKS KEPUASAN 

PELAYANAN 

KEPADA 

MASYARAKAT 

(IKM) 

KUALITAS 

PELAYANAN BIDANG 

PERIJINAN DAN 

INVESTASI  

 

PERIJINAN DAN 

INVESTASI 

 

2. MENINGKATKAN 

KEMUDAHAN 

MEMBUKA DAN 

MERINTIS USAHA  

 

3. MENINGKATKAN 

KUALITAS 

MONITORING, 

EVALUASI DAN 

PENGAWASAN 

TERHADAP PROSES 

PELAYANAN PERIJINAN 

DAN INVESTASI 

 

PRESENTASE  
INDEKS INOVASI 
PELAYANAN 
PUBLIK. 

PENINGKATAN 

KUALITAS 

PELAYANAN 

PERIZINAN DAN 

NON PERIZINAN 

a. Peningkatan Dukungan 
Layanan Perizinan Dalam 
Bentuk Review Regulasi; 

b. Penyusunan Standar 
Pelayanan, Standar 
Operasional Prosedure; 

c. Pengembangan Sumber 
Daya Aparatur; 

d. Peningkatan nilai indeks 
kepuasan masyarakat 
Sosialisasi melalui indeks 
kepuasan 

PELAKSANAAN 

PELAYANAN 

PERIZINAN DAN 

NONPERIZINAN 

SECARA ONLINE 

a. Pengembangan sarana 
Jaringan Infrastruktur 
secara online; 

b. Pelaksanaan digitalisasi 

MENGOPTIMALKAN 
PROGRAM LAJU 
(LAYANAN ANTAR 
JEMPUT) 

 

a. Mempermudah dan 
mendekatkan pelayanan 
perizinan dan nonperzinan 
kepada masyarakat. 

b. Mempercepat waktu 
pelayanan; 

c. Menekan biaya pelayanan 
izin usaha 

d. Menyederhanakan 
persyaratan. 
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6.1. Gambaran Umum Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah  

Program Kegiatan pada DPM-PTSP merupakan program kegiatan yang dirampung 

dalam Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 90 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan  Dan Keuangan Daerah Dari 

Aspek Penganggaran. 

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgenitas dan efektivitas pencapaian tujuan, 

sasaran, dan program.Dalam rangka mengoprasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah 

ditetapkan serangkaian program telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

Operasionalisasi program diuraikan dalam berbagai kegiatan 

Program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama periode 

renstra ini adalah program prioritas daerah yang tercantum didalam RPJMD 2020 

– 2025. Rencana program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu satu Pintu sesuai dengan RPJMD dikelompokan menurut 

bidang urusan Penanaman Modal.  

A. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 

1.  Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. 

Dengan Sub Kegiatan sbb: 

1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal 

2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman 

Modal 

2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 
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    Dengan Sub Kegiatan sbb: 

1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 

2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 

 

B. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/ Kota 

Dengan Sub Kegiatan sbb: 

1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 

2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 

 

C. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 

1. Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang 

Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

Dengan Sub Kegiatan : 

1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 

2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman 

Modal 

3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan 

4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 

D. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dengan Sub Kegiatan : 

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 

3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 

E. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan 

Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik 

F. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
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1. Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah 

Dengan Sub Kegiatan sbb: 

1) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 

2) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 

3) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 

4) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 

5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2. Admnistrasi keuangan 

Dengan Sub Kegiatan sbb: 

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

3) Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 

4) Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 

6) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

7) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 

8) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 

9) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 

3. Administrasi umum 

Dengan Sub Kegiatan sbb 

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

3) "Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor" 

4) "Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan 

5) Kesehatan PNS 

6) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 

7) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 

8) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 

9) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

10) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 

11) Penyediaan Alat Tulis Kantor 

12) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

13) "Penyediaan Komponen Instalasi 

14) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor" 

15) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

16) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

17) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 
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18) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

19) Penyediaan Makanan dan Minuman 

20) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 

21) Pengadaan Mobil Jabatan 

22) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 

23) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 

24) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 

25) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 

26) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 

27) Pengadaan Mebeleur 

28) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 

29) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 

30) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 

31) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 

32) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

33) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 

34) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 

35) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 

36) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 

37) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 

38) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan 

39) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 

40) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 

41) Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan 

42) Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 

43) Pembangunan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Mall Layanan Publik 

44) Pembangunan Gedung Kantor DPM-PTSP 

4. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur 

Dengan Sub Kegiatan sbb: 

1) Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 

2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 

3) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 

4) Pengadaan Pakaian Korpri 

5) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 

6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun 

7) Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas 

8) Pemindahan Tugas PNS 
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9) Pendidikan dan Pelatihan Formal 

10) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 

11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 

 

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu selanjutnya tersaji dalam Tabel T-C 

2.7.  
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PENETAPAN KEBUTUHAN PROGRAM BISNIS PROSES DAN CROSSCUTTING PROGRAM 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

NO  TUJUAN  INDIKATO

R TUJUAN  

SASARAN 

STRATEGIS  

STRATEGI  ARAH KEBIJAKAN  INDIKATOR 

SASARAN  

PROGRAM 

PEMBANGUNA

N DAERAH  

BIDANG 

URUSAN  

PERANGKA

T DAERAH 

1 MENINGKATK

AN 

PERTUMBUHA

N INVESTASI 

DI 

KABUPATEN 

TALAUD 

PERTUMB

UHAN 

NILAI 

INVESTASI 

MENINGKATKA
N KUALITAS 
PROMOSI DAN 
PEMASARAN 
POTENSI 
INVESTASI DI 
KABUPATEN 
KEPULAUAN 
TALAUD 
TERCIPTANYA 
IKLIM 
INVESTASI 
YANG 
KONDUSIF  

MENINGKATKA

N KUALITAS 

DAN 

KUANTITAS 

KONTEN 

LAYANAN 

PROMOSI 

MELALUI 

MEDIA SOSIAL 

DAN 

ELEKTRONIK 

 

4. TERBANGUNNYA 

KERJASAMA LINTAS 

SEKTOR DALAM 

PENYELENGGARAANPR

OMOSI PERLUASAN 

INVESTASI 

5. MENINGKATKAN 

KREATIVITAS 

TAMPILAN KONTEN 

LAYANAN PROMOSI 

DAN PEMASARAN 

POTENSI INVESTASI 

6. KESADARAN DAN 

PARTISIPASI 

MASYARAKAT DALAM 

MEMPROMOSIKAN 

PELUANG INVESTASI 

MELALUI MEDIA SOSIAL 

PRESENTASE 

VIEWER YANG 

MEMBERIKAN 

RESPON 

POSITIF 

TERHADAP 

KONTEN 

LAYANAN 

PROMOSI DAN 

PEMASARAN 

POTENBSI 

INVESTASI 

1. PROGRAM 

PENGEMBA

NGAN IKLIM 

PENAMAMA

N MODAL 

2. PROGRAM 

PROMOSI 

PENANAMA

N MODAL 

PENANAMA

N MODAL 

DINAS 

PENANAMA

N MODAL 

DAN PTSP 
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TERCIPTANYA 

IKLIM 

INVESTASI 

YANG 

KONDUSIF 

TERCIPTANYA 

IKLIM 

INVESTASI 

YANG 

KONDUSIF 

DAN RAMAH 

INVESTASI 

MELALUI 

PENINGKATAN 

KUALITAS 

PELAYANAN 

BIDANG 

PERIJINAN 

DAN 

INVESTASI  

 

4.  MENINGKATKAN  

KUALITAS 

PEMANFAATAN 

TEKNOLOGI INFORMASI 

DAN KOMUNIKASI 

DALAM PELAYANAN 

PERIJINAN DAN 

INVESTASI 

5. MENINGKATKAN 

KEMUDAHAN MEMBUKA 

DAN MERINTIS USAHA  

6. MENINGKATKAN 

KUALITAS MONITORING, 

EVALUASI DAN 

PENGAWASAN 

TERHADAP PROSES 

PELAYANAN PERIJINAN 

DAN INVESTASI 

 

3. PRESENTAS

E 

PERTUMBU

HAN IZIN 

YANG 

DITERBITK

AN TEPAT 

WAKTU 

4. PRESENTAS

E 

PENIGKATA

N INDEKS 

KEPUASAN 

PELAYANA

N KEPADA 

MASYARAK

AT (IKM) 

1. PROGRAM 

PENGENDALI

AN 

PELAKSANA

AN 

PENANAMAN 

MODAL 

 

2. PROGRAM 

PENGELOLA

AN DATA 

DAN SISTEM 

INFORMASI 

PENANAMAN 

MODAL 

PENANAMA

N MODAL 

DINAS 

PENANAMA

N MODAL 

DAN PTSP 
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Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai 

landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Talaud. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh 

perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan 

perijinan untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan 

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Kepulauan Talaud 2020 - 2025. Diharapkan dengan adanya dokumen ini dapat merangsang 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud bidang penanaman modal dan perijinan. 

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta 

perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan 

keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 harus dapat 

berfungsi sebagai : 

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan 

Program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kepulauan Talaud periode tahun 2020-2025. 

2. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal 

dan pelayanan perijinan di Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai acuan untuk penyusunan 

Rencana Strategis tahap selanjutnya. 

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perijinan dalam perencaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu 

kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perijinan di 

Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang 

harus dilaksanakan sehingga Renstra ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan 

peninjauan kembali atau perubahan sebagaimana perlunya. 
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